
 
 
 
 
 

BUPATI BADUNG 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 
 

NOMOR 25 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BADUNG, 
 
Menimbang : a.  bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan salah 

satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan 
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran 
serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi 
daerah; 

  b.  bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 19 Tahun 
1999 tentang Retribusi Tempat Rekeasi dan Olahraga telah tidak 
sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat sehingga 
perlu ditinjau kembali; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I 
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  
4844); 

3.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049 ); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

5.  Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 
Tahun 1988  tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tinggkat II Badung Nomor 1, Seri D Nomor 1); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG 

dan 

BUPATI BADUNG 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT 

REKREASI DAN OLAHRAGA. 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah  Kabupaten Badung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. 
3. Bupati adalah Bupati Badung. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroaan 
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), 
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, 
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya 
dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

7. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, 
dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah. 

8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut 
Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang 
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
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9. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 
ditunjuk oleh Bupati. 

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya 
jumlah pokok retribusi yang terutang. 

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah 
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang. 

12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan /atau denda. 

13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 
secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
retribusi Daerah. 

14. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

 
 

BAB II 
 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 
 

Pasal 2 
 

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut 
Retribusi atas jasa pelayanan tempat rekreasi dan Olahraga. 

 
 

Pasal 3 
 

(1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan Olahraga yang 
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga yang 
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, 
BUMD, dan pihak swasta. 

 
 

Pasal 4 
 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olahraga. 
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BAB III 
 

GOLONGAN RETRIBUSI 
 

Pasal 5 
 
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk dalam golongan 
Retribusi Jasa Usaha. 

 
BAB IV 

 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 
Pasal 6 

 
Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jenis dan waktu 
penggunaan jasa pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga. 

 
 

BAB V 
 

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  

 
Pasal 7 

 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 

Retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan 
yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha 
tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

 
BAB VI 

 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 
Pasal 8 

 
(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut: 

a. tempat Rekreasi : 
1. objek wisata Sangeh 

a) Dewasa :  
Domestik sebesar        Rp. 10.000,- per orang; 
Manca negara sebesar Rp. 15.000,- per orang 

b) Anak-Anak : 
 Domestik sebesar        Rp.   5.000,- per orang; 
 Manca negara sebesar Rp. 10.000,- per orang 

 
2. objek wisata Taman Ayun 

a) Dewasa :  
Domestik sebesar        Rp. 10.000,- per orang; 
Manca negara sebesar Rp. 15.000,- per orang 

b) Anak-Anak : 
Domestik sebesar        Rp.   5.000,- per orang; 
Manca negara sebesar Rp. 10.000,- per orang 
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3. objek wisata Uluwatu 

a) Dewasa :  
Domestik sebesar        Rp.15.000,- per orang; 
Manca negara sebesar Rp. 20.000,- per orang. 

b) Anak-Anak : 
Domestik sebesar        Rp.   5.000,- per orang; 
Manca negara sebesar Rp. 10.000,- per orang. 

 
4. objek wisata Air Terjun Nungnung 

a) Dewasa :  
Domestik sebesar                          Rp.   7.500,- per orang; 
Manca negara sebesar                   Rp. 10.000,- per orang. 

b) Anak-Anak : 
Domestik dan Manca negara sebesar Rp.5.000,- per orang. 

  
b. tempat Olahraga 

1. sewa penggunaan 1 (satu) lapangan tenis setiap bulan dengan 
4 (empat) kali pemakaian, yaitu sebagai berikut: 

a) lapangan tertutup (in door): 

1)  pukul 06.00 – pukul 09.00 wita Rp. 150.000,- ; 
2)  pukul 09.00 – pukul 12.00 wita Rp. 150.000,- ; 
3)  pukul 15.00 – pukul 18.00 wita Rp. 150.000,- ; 
4)  pukul 18.00 – pukul 21.00 wita Rp. 150.000,- ; 

b) lapangan terbuka: 

1) pukul 06.00 – pukul 09.00 wita  Rp. 125.000,- ;  
2) pukul 09.00 – pukul 12.00 wita  Rp. 125.000,-  ; 
3) pukul 15.00 – pukul 18.00 wita  Rp. 125.000,-  ; 
4) pukul 18.00 – pukul 21.00 wita  Rp. 150.000,-  ; 

 
c) sewa lapangan yang digunakan khusus untuk 

pertandingan/insidentil besarnya untuk setiap 1 (satu) jam 
pemakaian yaitu sebagai berikut : 
1) lapangan tertutup (in door)  

satu lapangan                              Rp. 100.000,- ; 
2) lapangan terbuka,  

satu lapangan                        Rp.   75.000,- . 

2. sewa penggunaan 1(satu) lapangan bulu tangkis setiap bulan 
dengan 4 (empat) kali pemakaian selama 3 (tiga) jam yaitu 
sebesar Rp. 200.000,- ; 

3. sewa penggunaan 1 (satu) lapangan tembak setiap 1 (satu) 
jam yaitu sebesar  Rp. 100.000,- ; 

4. sewa penggunaan GOR : 
a) setiap 1 (satu) jam yaitu sebesar  Rp. 100.000,-; 
b) yang digunakan khusus untuk pertandingan/insidentil 

untuk setiap 1 (satu) jam pemakaian sebesar                
Rp. 150.000,-; 

5. sewa penggunaan 1 (satu) lapangan sepak bola : 
a) setiap 1 (satu) jam yaitu sebesar  Rp. 75.000,-; 
b) untuk kegiatan pertandingan/insidentil untuk setiap         

1 (satu) jam pemakaian sebesar  Rp. 150.000,-; 
 
 
 


